
85 
 

BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan selanjutnya diterik kesimpulan 

sebagai berikut; 

1. Variabel tarif PKB roda dua tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

variabel penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua di Provinsi NTT. 

2. Secara parsial variabel tunggakan PKB roda dua berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua di Provinsi 

NTT. 

3. Variabel denda PKB roda dua berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

variabel penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua di Provinsi NTT. 

4. Secara parsial variabel jumlah kendaraan roda dua berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua di Provinsi 

NTT. 

5. Tarif PKB roda dua (X1), tunggakan PKB roda dua (X2), denda PKB roda dua 

(X3) dan jumlah kendaraan bermotor roda dua (X4) secara simultan atau 

bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat yakni penerimaan pajak 

kendaraan bermotor roda dua di Provinsi NTT. 

6. Hasil uji koefisien determinasi (R2) menunjukkan bahwa nilai R2 sebesar 

0,998788. Nilai ini menerangkan bahwa 99,88% penerimaan pajak kendaraan 
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bermotor roda dua di Provinsi NTT merupakan kontribusi tarif PKB roda dua, 

tunggakan PKB roda dua, denda PKB roda dua, dan jumlah kendaraan 

bermotor roda dua, sedangkan sisanya sebesar 0,12 % merupakan kontribusi 

dari variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka saran-saran yang 

dapat disajikan adalah sebagai berikut: 

1. Tarif PKB roda dua yang ditetapkan oleh pemerintah hendaknya tidak terlalu 

tinggi agar tidak menjadi beban bagi masyarakat yang memiliki kendaraan 

bermotor dalam membayar pajak, karena rata-rata pemilik kendaraan bermotor 

berpenghasilan rendah atau berpenghasilan tidak tetap.  

2. Pemerintah hendaknya menciptakan inovasi dan strategi dengan melakukan 

program rutin Samsat Keliling ke setiap kabupaten/kota, bahkan ke semua 

kecamatan agar dapat memudahkan dan mendekat pelayanan kepada 

masyarakat dalam melakukan pembayaran. Jika pembayaran pajak dilakukan 

dengan baik oleh masyarakat maka tunggakan dapat berkurang atau bahkan 

tidak ada tunggakan PKB roda dua. 

3. Pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi tentang pemutihan denda PKB 

kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami secara baik tentang 

pengertian pemutihan, tujuan pemutihan, dasar pemutihan dan syarat 

pemutihan.  
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4. Untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua, 

pemerintah sebaiknya memanfaatkan perkembangan teknologi informasi 

dengan cara menciptakan inovasi-inovosi baru dalam melakukan pembayaran 

pajak kendaraan bermotor guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan  

memperkecil piutang pajak kendaraan bermotor. 

5. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk menggunakan analisa 

metode campuran (mix method), baik kuantitatif maupun kualitatif, karena 

dengan menggunakan metode kualitatif dapat digunakan untuk menjelaskan 

hasil yang diperoleh dari metode kuantitatif sehingga memperoleh kesimpulan 

yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.  
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